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Abstrak: Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam negara hukum menuntut adanya instrumen
kelembagaan yang mampu mendukung pengelolaan aset daerah dan pelayanan publik secara efektif,
profesional, dan akuntabel. Salah satu instrumen tersebut adalah Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD), yang secara normatif mengalami perubahan pengaturan seiring berlakunya Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Undang-undang ini membatasi bentuk hukum
BUMD hanya pada Perusahaan

Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda), sehingga keberlanjutan Perusahaan
Daerah (PD) dalam bentuk lama menimbulkan ketidaksesuaian dengan hukum positif. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis karakteristik Perusahaan Daerah setelah berubah menjadi Perseroan
Terbatas serta mekanisme perubahan badan hukum tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Metode
penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-
undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa perubahan PD menjadi Perseroan Terbatas merupakan transformasi
yuridis yang menegaskan pergeseran status dari badan hukum publik ke badan hukum privat,
ditandai dengan penerapan asas separate legal entity, asas tanggung jawab terbatas pemegang
saham, serta pemisahan fungsi kepemilikan dan pengurusan melalui organ perseroan. Mekanisme
perubahan badan hukum dilakukan melalui penetapan Peraturan Daerah, penyusunan akta
pendirian, dan pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM. Dengan demikian, perubahan ini bukan
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sekadar administratif, melainkan merupakan keharusan normatif untuk mewujudkan kepastian
hukum dan tata kelola BUMD yang profesional sesuai prinsip hukum perseroan modern.
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Pendahuluan
Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam negara hukum menuntut adanya

instrumen kelembagaan yang mampu mendukung pengelolaan aset daerah dan
pelayanan publik secara efektif, profesional, dan akuntabel. Dalam kerangka
tersebut, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memegang peranan strategis sebagai
perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan daerah yang
dipisahkan serta menyediakan layanan yang berorientasi pada kepentingan umum.
Secara historis, bentuk kelembagaan BUMD dikenal sebagai Perusahaan Daerah
(PD) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang
Perusahaan Daerah.(Suryanto & Prasetyo, 2020).

Namun, dinamika hukum pemerintahan daerah mengalami perubahan fundamental
seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023. Undang-undang ini secara tegas membatasi bentuk hukum BUMD hanya
terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Dengan
pembatasan tersebut, bentuk Perusahaan Daerah dalam hukum lama secara
normatif tidak lagi selaras dengan hukum positif yang berlaku. disi ini
menimbulkan permasalahan, khususnya ketika masih terdapat Perusahaan Daerah

yang beroperasi tanpa penyesuaian bentuk badan hukum. Perubahan bentuk hukum
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Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas melalui skema Perseroda
membawa implikasi hukum yang signifikan. Sebelum perubahan, Perusahaan
Daerah merupakan badan hukum publik yang dikelola secara birokratis dan berada
di bawah pengawasan langsung kepala daerah. (Widiyastuti, 2019). Setelah
transformasi, perusahaan daerah beralih menjadi badan hukum privat yang tunduk
pada rezim hukum perseroan, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023. Dalam sistem ini, pemerintah daerah tidak lagi berperan
sebagai pengelola langsung, melainkan sebagai pemegang saham yang
menjalankan haknya melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sementara
pengurusan dan pengawasan dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris. (Putra
& Lestari, 2022).

Transformasi tersebut juga berdampak pada sistem pertanggungjawaban dan tata
kelola perusahaan. Akuntabilitas yang sebelumnya bersifat administratif dan
vertikal kepada kepala daerah bergeser menjadi akuntabilitas korporatif yang
berlandaskan prinsip Good Corporate Governance (GCG), meliputi transparansi,
akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. (Ngurah & Suryanata,
2019). Selain itu, perubahan ini menegaskan penerapan asas separate legal entity,
di mana kekayaan pemerintah daerah dipisahkan dari kekayaan perseroan, sehingga
tanggung jawab pemerintah daerah terbatas pada nilai saham yang dimilikinya.
Dengan demikian, perubahan bentuk hukum ini tidak sekadar bersifat administratif,

tetapi merupakan transformasi yuridis yang mendasar dan berdampak langsung



pada kedudukan hukum, struktur organisasi, serta mekanisme pertanggungjawaban
BUMD. (Syarif, 2022).

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada
pengkajian norma-norma hukum positif terkait perubahan badan hukum
Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Penelitian ini bersifat kepustakaan
(library research) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, asas hukum,
dan doktrin yang relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-
undangan dilakukan melalui analisis terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023, UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Pendekatan konseptual digunakan
untuk mengkaji teori badan hukum, asas separate legal entity, dan prinsip Good
Corporate Governance. Sedangkan, sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum
primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi
kepustakaan, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan
metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menafsirkan norma hukum serta menilai
sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur perubahan badan

hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.

Hasil & Pembahasan

3.1. Karakteristik Perusahaan Daerah yang Mengalami Perubahan Menjadi
Perseroan Terbatas



Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam negara hukum menuntut adanya
instrumen kelembagaan yang mampu mendukung pengelolaan aset daerah dan
pelayanan publik secara efektif, profesional, dan akuntabel. Dalam kerangka
tersebut, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memegang peranan strategis sebagai
perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan daerah yang
dipisahkan serta menyediakan layanan yang berorientasi pada kepentingan umum.
Secara historis, bentuk kelembagaan BUMD dikenal sebagai Perusahaan Daerah
(PD) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang
Perusahaan Daerah.(Suryanto & Prasetyo, 2020).

Namun, dinamika hukum pemerintahan daerah mengalami perubahan fundamental
seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023. Undang-undang ini secara tegas membatasi bentuk hukum BUMD hanya
terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Dengan
pembatasan tersebut, bentuk Perusahaan Daerah dalam hukum lama secara
normatif tidak lagi selaras dengan hukum positif yang berlaku. disi ini
menimbulkan permasalahan, khususnya ketika masih terdapat Perusahaan Daerah
yang beroperasi tanpa penyesuaian bentuk badan hukum. Perubahan bentuk hukum
Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas melalui skema Perseroda
membawa implikasi hukum yang signifikan. Sebelum perubahan, Perusahaan
Daerah merupakan badan hukum publik yang dikelola secara birokratis dan berada
di bawah pengawasan langsung kepala daerah. (Widiyastuti, 2019). Setelah

transformasi, perusahaan daerah beralih menjadi badan hukum privat yang tunduk



pada rezim hukum perseroan, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023. Dalam sistem ini, pemerintah daerah tidak lagi berperan
sebagai pengelola langsung, melainkan sebagai pemegang saham yang
menjalankan haknya melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sementara
pengurusan dan pengawasan dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris. (Putra
& Lestari, 2022).

Transformasi tersebut juga berdampak pada sistem pertanggungjawaban dan tata
kelola perusahaan. Akuntabilitas yang sebelumnya bersifat administratif dan
vertikal kepada kepala daerah bergeser menjadi akuntabilitas korporatif yang
berlandaskan prinsip Good Corporate Governance (GCG), meliputi transparansi,
akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. (Ngurah & Suryanata,
2019). Selain itu, perubahan ini menegaskan penerapan asas separate legal entity,
di mana kekayaan pemerintah daerah dipisahkan dari kekayaan perseroan, sehingga
tanggung jawab pemerintah daerah terbatas pada nilai saham yang dimilikinya.
Dengan demikian, perubahan bentuk hukum ini tidak sekadar bersifat administratif,
tetapi merupakan transformasi yuridis yang mendasar dan berdampak langsung
pada kedudukan hukum, struktur organisasi, serta mekanisme pertanggungjawaban
BUMD.(Syarif, 2022).

3.2. Mekanisme Perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah Menjadi

Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas

Mekanisme perubahan badan hukum Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan

Terbatas (PT) didasarkan pada ketentuan normatif yang diatur secara komprehensif



dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Transformasi ini menandai peralihan status hukum Perusahaan Daerah dari badan
hukum publik yang tunduk pada hukum administrasi negara menjadi badan hukum
privat yang tunduk pada hukum perdata dan korporasi. Perubahan ini dimaksudkan
untuk memperkuat kepastian hukum, profesionalisme, dan akuntabilitas
pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pasal 7 UUPT mengatur bahwa
pendirian perseroan harus dilakukan melalui akta notaris dan memperoleh
pengesahan dari

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). (Sistem et al., 2020).
Dalam konteks perubahan PD menjadi PT, pengesahan tersebut merupakan titik
awal lahirnya entitas hukum baru, yaitu Perseroan Terbatas Daerah (Perseroda),
yang diakui secara resmi oleh negara.

Secara normatif, Pasal 15 UUPT menegaskan pentingnya Anggaran Dasar (AD)
sebagai konstitusi internal perusahaan yang menggantikan Peraturan Daerah
(Perda) sebagai dasar hukum pengelolaan Perusahaan Daerah. Anggaran Dasar
memuat ketentuan mengenai nama dan kedudukan perseroan, maksud dan tujuan
usaha, struktur modal, serta mekanisme pelaksanaan Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS). (Venootsschap & Terbatas, 2021). Dengan berlakunya Anggaran
Dasar, pengelolaan perusahaan tidak lagi tunduk pada mekanisme hukum publik,
melainkan mengikuti ketentuan hukum privat yang berlaku dalam sistem
perseroan. Pergeseran dasar hukum ini memberikan otonomi manajerial yang lebih

besar dan membatasi intervensi langsung pemerintah daerah dalam kegiatan



operasional perusahaan. Selain itu, Pasal 3 ayat (1) UUPT memperkenalkan prinsip
tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham, di mana pemerintah daerah hanya
bertanggung jawab sebatas nilai saham yang disetorkannya, sehingga terjadi
pemisahan kekayaan antara pemerintah daerah dan kekayaan Perusahaan.
(Enterprises, 2021).

Tahapan perubahan PD menjadi PT dimulai dengan penetapan Peraturan Daerah
(Perda) yang menjadi dasar hukum formal perubahan status. Perda ini mengatur
bentuk badan hukum baru, penyertaan modal daerah, serta struktur kepemilikan
saham. Tahap berikutnya adalah penilaian dan pengalihan kekayaan daerah yang
dilakukan untuk menentukan nilai aset yang akan dijadikan modal dasar dalam
perseroan. Setelah itu, dilakukan penyusunan Anggaran Dasar dan Akta Pendirian
yang dibuat oleh notaris dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM,
sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) UUPT. (Agus et al., 2020). Pengesahan
ini menjadi tahap final dalam proses hukum perubahan status PD menjadi
Perseroda yang memiliki kepribadian hukum sendiri dan bertanggung jawab atas
segala tindakan hukum yang dilakukannya. Selanjutnya, setelah memperoleh status
badan hukum, pembentukan organ perseroan menjadi langkah penting dalam
implementasi prinsip tata kelola korporatif. Berdasarkan Pasal 92 hingga Pasal 121
UUPT, organ perseroan terdiri atas RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. RUPS
berfungsi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi mewakili kepentingan pemegang
saham, Direksi bertanggung jawab atas pengurusan dan perwakilan hukum
perusahaan, sedangkan Dewan Komisaris melakukan fungsi pengawasan dan

memberikan nasihat kepada Direksi. (Ryamirzad, 2020). Struktur ini mengubah



pola birokratis yang sebelumnya berada di bawah kendali kepala daecrah menjadi
sistem pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan
prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Berdasarkan hasil analisis, mekanisme perubahan badan hukum PD menjadi PT
mencerminkan penerapan asas-asas hukum utama seperti asas legalitas, asas
kepastian hukum, dan asas akuntabilitas. Asas legalitas menjamin bahwa setiap
tahapan perubahan dilakukan berdasarkan dasar hukum yang sah, asas kepastian
hukum diwujudkan melalui pengesahan badan hukum oleh Kemenkumham, dan
asas akuntabilitas diwujudkan dalam tata kelola Perseroda yang transparan serta
dapat dipertanggungjawabkan melalui laporan keuangan dan mekanisme
pengawasan. Secara keseluruhan, mekanisme perubahan ini memperlihatkan
pergeseran paradigma pengelolaan dari pendekatan birokratis publik menuju sistem
korporasi modern yang profesional, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip
hukum korporasi nasional.

Penutup

Perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas
(PT) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 membawa dampak signifikan terhadap aspek kedudukan hukum,
struktur organisasi, dan sistem pertanggungjawaban. Transformasi ini menandai
pergeseran dari badan hukum publik yang bersifat birokratis menuju badan hukum

privat yang berorientasi pada prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Pemerintah daerah tidak lagi bertindak sebagai pengelola langsung, melainkan



sebagai pemegang saham melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS), sementara fungsi pengelolaan dan pengawasan dijalankan oleh Direksi
dan Dewan Komisaris.

Secara normatif, perubahan ini mencerminkan penerapan asas legalitas, kepastian
hukum, dan akuntabilitas, yang memperkuat profesionalisme serta transparansi
dalam tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pemerintah daerah perlu
meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam
pengelolaan BUMD agar prinsip GCG dapat diterapkan secara optimal. Selain itu,
perlu dilakukan penelitian lanjutan secara empiris untuk mengevaluasi efektivitas
perubahan bentuk hukum ini terhadap peningkatan kinerja, akuntabilitas, dan peran

strategis BUMD dalam mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.
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